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ABSTRAK

Penelitian ini membahas pentingnya pendaftaran tanah pertama kali untuk
menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam UUPA dan PP No. 24 Tahur
1997. Di Kota Solok, proses ini sering terhambat karena adanya tanah pusako tinggi
dalam adat Minangkabau, yang kerap menimbulkan sengketa mengenai penguasaan
dan kepemilikan.“Oleh sebah‘itu; 'penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi
maupun litigasi. Penelitian ini mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa di
Kantor Pertanahan Kota Solok berdasarkan Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020
dan mekanisme pendaftaran tanah setelah sengketa selesai. Hasil penelitiar
menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui tiga tahap mediasi:
pra- mediasi, mediasi, dan pasca- mediasi. Jika gagal, perkara dilanjutkan ke
pengadilan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, dan putusan perdamaian memiliki
kekuatan hukum tetap. Pembatalan sertipikat terjadi jika ditemukan cacalt
administratif. Berdasarkan teori, Lawrence Friedman, struktur dan substansi hukum
sudah berjalan, namun budaya hukum masyarakat adat masih menjadi tantangan.
Setelah sengketa selesai, pendaftaran tanah dilakukan melalui tahapan pembatalar
sertipikat cacat hukum, pengukuran, verifikasi, pengumuman 60 hari, hingga
penerbitan sertipikat baru. Kasus Nofiandi menunjukkan proses yang panjang
hingga 2022, sehingga kepastian hukum belum optimal dan regulasi perlt
diperbaiki..
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